
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi 
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 
2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten 
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
-4880); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
PemerintahanDaerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 
2014 Ten tang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 Nomor 4; 

bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sertifikat Laik 
Fungsi Bangunan Gedung; 

BUPATI ROKAN ROKAN HILIR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG 

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR 
NOMOR 171 TAHUN 2017 

TENTANG 

BUPATI ROKAN HILIR 
PROPINSI RIAU 

Menging

Menimb g 

DELL
SALINAN



5. t Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF 
an Gedung adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah 
kecuali untuk bangunan fungsi khusus oleh Pemerintah untuk 

meny akan kelaikan fungsi suatu Bangunan Gedung baik secara 
admin stratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya. 

6. Tim Ii Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim 
yang t rdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan Bangunan 
Ged untuk memberikan Pertimbangan Teknis dalam proses penelitian 
do en rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk 
memb rikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan 
Bangu an Gedung Tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara 
kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas Bangunan Gedung 
Terten tersebut. 

7. Izin M ndirikan Bangunan adalah yang selanjutnya disingkat IMB 
adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi 
atau b dan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan 
bangu an sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku, sesuai 
deng Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, Ketinggian 
Bangu an yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan 
bangu an yang menempati bangunan tersebut, 

8. Bangu an gedung adalah wujud fisik basil pekerjaan konstruksi yang 
menya dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada 
di ata dan/atau di dala.m tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai 
tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat 
tinggal kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, 

kegiatan khusus. 
an gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunak:an untuk 
gan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam 

gunan dan/ atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan 
dan/ atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan 
penting terhadap masyarak:at dan lingk.ungannya. 

9. 

Dalam P  aturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daera adalah Kabupaten Rokan Hilir. 
2. Bupa adalah Bupati Rokan Hilir. 
3. ntah Daerah adalah Bupati Rokan Hilir dan Organisasi Perangkat 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
4. Dinas PUPR Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir 

adal Organisasi Perangkat daerah yang berwenang melaksanakan tugas 
di bid g Bangunan Gedung. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI TENTANG SERTIFIKAT LAIK FUNGSI 
BANGUNAN GEDUNG. 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat daerah 
Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rokan Hilir Tahun 2016Nomorl1) 

Meneta n 



14. Perti bangan teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung 
yang isusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan 
persy atan teknis bangunan gedung baik dalam proses pernbangunan, 
pem faatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung . 

15. Penge ahan rencana teknis adalah pernyataan hukum dalam bentuk 
pemb buhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta stempel/ cap 
resmi yang menyatakan kelayakan dokumen yang dimaksud dalam 
perse ~uan tertulis atas pemenuhan seluruh persyaratan dalam rencana 
tekni bangunan gedung dalam bentuk izin mendirikan bangunan gedung. 

16. Peme iksaan adalah kegiatan pengamatan secara visual mengukur, dan 
menc tat nilai indikator, gejala, atau kondisi bangunan gedung meliputi 
komp nen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal), 
pras ana dan sarana bangunan gedung, serta bahan bangunan yang 
terpa ang, untuk mengetahui kesesuaian, atau penyimpangan terhadap 
spesi kasi teknis yang ditetapkan semula. 

17. Pen · ian adalah kegiatan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan 
term.auk penggunaan fasilitas laboratorium untuk menghitung dan 
mene pkan nilai indikator kondisi bangunan gedung meliputi 3 
komp nen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal), 
pras ana dan sarana bangunan gedung, serta bahan bangunan yang 
terpa g, untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap 
spes · si teknis yang ditetapkan semula. 

18. Reko endasi adalah saran tertulis dari ahli berdasarkan hasil pemeriksaan 
dan/ u pengujian, sebagai dasar pertimbangan penetapan pemberian 
sertifi at laik fungsi bangunan gedung oleh pemerintah 
kabu aten/Pemerintah. 

19. Penye enggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang 
melip ti proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta 
kegia pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung. 

20. Pemel haraan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung 
bese prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi. 

tan adalah kegiatan memperbaiki dan/ atau mengganti bagian 
an gedung, komponen, bahan bangunan, dan/ atau prasarana dan 
agar bangunan gedung tetap laik fungsi. 
ian adalah kegiatan pemeliharaan, perawatan serta pemugaran, 
an gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan 
an tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan 
t periode yang dikehendaki. 

12.Do en Administratif adalah dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan 
atan administratif meliputi dokumen kepemilikan Bangunan 

g, kepemilikan tanah, dan dokumen izin mendirikan Bangunan 
g. 

13. As B ilt Drawing adalah gambar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 
yang elah di laksanakan. 

10. Ban edung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang 
fungs nya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi 
usah , maupun sosial dan budaya. 

11. Peny ia Jasa Konstruksi Bangunan Gedung adalah orang perorangan 
atau adan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi 
bidan Bangunan Gedung, meliputi perencana teknis, pelaksana 
kons si, pengawas / manajemen konstruksi, termasuk pengkaji teknis 
Ban an Gedung dan penyedia jasa konstruksi lainnya. 



' toko; 

n Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: 
nan Gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana; 
nan Gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret 

hana dengan ketinggian 2 (dua) lantai; 
c. Ban nan Gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana dengan 

ke · ggian lebih dari 2 (dua) lantai; dan 
d. Ban nan Gedung untuk kepentingan umum. 

(2) Bangu an Gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana sebagaimana 
dimak ud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

inti tumbuh; 
sederhana sehat; dan 
deret sederhana. 

an Gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana dengan 
(dua) lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

(3) 

Pasal 5 

(1) Setiap Bangunan Gedung di Daerah yang telah selesai dibangun sesuai 
IMB, arus memiliki SLF Bangunan Gedung. 

(2) Bangu an Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Ban nan Gedung yang belum digunakan dan dimanfaatkan; dan 
b. Ban nan Gedung yang telah digunakan dan dimanfaatkan 

BAB IV 
SLF BANGUNAN GEDUNG 

Pasal 4 

Ruang li kup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah : 
a. SLF b gunan gedung 
b. Syarat LF bangunan gedung 
c. Tata c a permohonan penerbitan dan perpanj angan SLF bangunan gedung 
d. Pembin dan pengawasan 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal3 

(1) ran Bupati ini bertujuan untuk: 
a. me ~udkan penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi 

per yaratan administratif dan persyaratan teknis guna rnenjamm 
ke dalan teknis bangunan gedung; 

b. me judkan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsi, klasifikasi, 
ta bangunan, serta serasi dan selaras dengan lingkungan; 

c. me ~udkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan 
ge ng. 

BAB II 
TUJUAN 
Pasal 2 

23. Kean alan bangunan gedung adalah kondisi keselamatan, kesehatan, 
keny anan, dan kemudahan yang memenuhi persyaratan teknis oleh 
kinerj bangunan gedung. 



Pasal 9 

SLF Bangunan Gedung pada Bangunan Gedung yang belum 
dan dimanfaatkan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat 

untuk: 
Gedung tunggal dalam 1 (satu) kavling/persil, dapat diberikan 

gunan Gedung yang merupakan satu kesatuan sistem; 
gunan Gedung yang terpisah secara horizontal atau secara 

kons si, dapat diterbitkan secara bertahap; 
c. kelomp k unit Bangunan Gedung dalam 1 (satu) kavling/persil dengan 

kepemil kan yang sama, dapat diterbitkan secara bertahap untuk sebagian 
Bangu Gedung yang secara teknis sudah fungsional dan akan 
dimanf atkan sesuai permintaan pemilik atau pengguna; 

d. unit B gunan Gedung yang dibangun secara rnassal oleh pengernbang 
dapat d minta secara bertahap oleh pengembang; dan 

e. Bangu Gedung dengan sistem strata title, diberikan satu kesatuan 
sistem angunan Gedung. 

(1) SLF angunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
memil ki masa berlaku. 

(2) Masa erlaku SLF Bangunan Gedung sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
untu : 
a. B nan Gedung hunian rurnah tinggal tunggal dan rurnah deret 

den an ketinggian 2 (dua) lantai ditetapkan dalam jangka waktu 20 
(du puluh) tahun; dan 

b. B nan Gedung hunian rurnah tinggal tidak sederhana dan Bangunan 
Ge ng untuk kepentingan umum, ditetapkan dalam jangka waktu 5
(lim ) tahun. 

an rnengenai rnasa berlaku SLF Bangunan Gedung tidak berlaku 
ian rurnah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana. 

(3) 

Pasal 8 

(1) gunan Gedung diterbitkan oleh Dinas PUPR. 

(2) angunan Gedung yang diterbitkan oleh Dinas PUPR sebagairnana 
dim ud pada ayat ( 1) rneliputi : 
a. pen rbitan SLF Bangunan Gedung; dan 
b. pe anjangan SLF Bangunan Gedung. 

Pasal 7 

Pernoho SLF Bangunan Gedung merupakan orang pribadi atau Badan 
selaku p ilik atau pengguna Bangunan Gedung. 

Pasal 6 

{4) 

ah kantor; 
ah susun sederhana; dan 
ah susun. 
an Gedung untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada

1) huruf d meliputi Bangunan Gedung yang fungsinya untuk 
· ngan publik baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun 
sosial dan budaya. 



pemohon penerbitan SLF Bangunan Gedung pada Bangunan 
g sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b 
ibangun oleh pengembang harus memenuhi syarat administratif dan 

nis. 

(1) Setia
Gedu 
yang 

Pasal 12 

dan atap; dan 

' akmuka; 
ak samping; 
konstruksi pondasi, struktur, 

gan air bersih dan air kotor. 

c. 
d. 

·u drawings pekerjaan arsitektur, struktur, dan utilitas sebagaimana 
ud pada ayat (3) terdiri atas: 

a. site plan; 
b.de 

Pasal 11 

(1) pemohon penerbitan SLF Bangunan Gedung pada Bangunan 
Gedu g sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yang 
diban n secara swadaya harus memenuhi syarat administratif dan syarat 
tekni 

(2) administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi : 
a. fo ulir permohonan; 
b. sali an Kartu Tanda Penduduk pemilik Bangunan Gedung; 
c. sali an IMB; 
d. s · an bukti penguasaan dan pemilikan tanah; 
e. fot Bangunan Gedung; 
f. sur t pemyataan dari pengkaji teknis bahwa hasil pemeriksaan kelaikan 

fun si sesuai dengan kondisi bangunan untuk Bangunan Gedung 
yan dibangun oleh pengembang; dan 

g. Su t pemyataan dari pemilik Bangunan Gedung bahwa Bangunan 
Ge ung telah dibangun oleh penyedia jasa perorangan atau Badan 
ses ai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Syara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa as built 
drawi gs pekerjaan arsitektur, struktur, dan utilitas. 

(I) emohon penerbitan SLF Bangunan Gedung pada Bangunan 
Gedu g sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang 
diban n secara swadaya harus memenuhi syarat administratif.; 

(2) Syara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. fo ulir permohonan; 
b. sali an Kartu Tanda Penduduk pemilik; 
c. sali an IMB; 
d. sali an bukti penguasaan dan pemilikan tanah; 
e. sur t pemyataan dari pemilik bahwa bangunan telah dilaksanakan 

ses ai dengan ketentuan teknis yang dipersyaratkan; dan 
f. fot Bangunan Gedung. 

BABV 
SYARAT SLF BANGUNAN GEDUNG 

Bagian Kesatu 
Syarat Penerbitan SLF Bangunan Gedung 

Bangunan Gedung Yang Belum Digunakan dan Dimanfaatkan 
Pasal 10 



akmuka; 
ak samping; 

( 1) Setia emohon penerbitan SLF Bangunan Gedung pada Bangunan Gedung 
sebag · ana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d harus 
meme uhi syarat administratif dan syarat teknis. 

(2) Syara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. fo ulir permohonan; 
b. sali an Kartu Tanda Penduduk pemilik Bangunan Gedung untuk 

B nan Gedung yang dibangun secara swadaya; 
an identitas pemohon berupa akta pendirian dan perubahan untuk 

bad dan Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab; 
d. sali an IMB; 
e. s · an bukti penguasaan dan pemilikan tanah; 
f. foto Bangunan Gedung; dan 
g. sur t pernyataan dari pengkaji teknis bahwa hasil pemeriksaan 

kel kan fungsi sesuai dengan kondisi bangunan. 
(3) Syara knis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. as ilt drawings pekerjaan arsitektur, struktur, dan utilitas; 
b. ped man pengoperasian dan pemeliharaan/perawatan Bangunan 

Ged ng; 
c. per atan serta perlengkapan mekanikal dan elektrikal; dan 
d. perj jian antara pemilik dan pelaksana pembangunan Bangunan 

Ged ng; dan 
e. Rek mendasi dari OPD yang membidangi lingkungan hidup, 

per ubungan, pemadam kebakaran, keselamatan dan kesehatan kerja, 
sert instansi yang menangani perhubungan udara. 

(4) As butt drawings pekerjaan arsitektur, struktur, dan utilitas sebagaimana 
dimak ud pada ayat (3) huruf a paling sedikit terdiri atas : 
a. site Ian; 
b.den 

Pasal 13 

(2) Syara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. fo ulir permohonan; 
b. sali an identitas pemohon berupa akta pendirian dan perubahan untuk 

ba dan Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab; 
c. sali an IMB; 
d. sali an bukti penguasaan dan pemilikan tanah; 
e. fot Bangunan Gedung; dan 
f. su t pemyataan dari pengkaji teknis bahwa hasil pemeriksaan kelaikan 

fun si sesuai dengan kondisi bangunan. 
(3) Syar eknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa as built 

dra · gs pekerjaan arsitektur, struktur, dan utilitas. 
(4) As bu t drawings pekerjaan arsitektur, struktur, dan utilitas sebagaimana 

dim ud pada ayat (3) terdiri atas: 
a. site plan; 
b.den 
c. . ak muka; 
d. ak samping; 
e. jeni konstruksi pondasi, struktur, dan atap; 
f. jari gan air bersih dan air kotor; 
g. per itungan struktur; clan 
h. spe ifikasi teknis Bangunan Gedung. 



(1) jangan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam 
5 ayat (1) huruf c dan huruf d harus memenuhi syarat administratif 

yarat teknis. 
(2) administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

ulir permohonan; 
an Kartu Tanda Penduduk pemilik Bangunan Gedung untuk 

gunan Gedung yang dibangun secara swadaya; 
c. sal nan identitas pemohon berupa akta pendirian dan perubahan untuk 

ba an dan Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab; 
d. sal nan IMB dan perubahannya; 
e. sal an bukti penguasaan dan pemilikan tanah; 
f. fot Bangunan Gedung; dan 
g. SL lama; 

(3) Syar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. La oran pemeriksaan berkala Bangunan Gedung, laporan pemeliharaan, 

d perawatan Bangunan Gedung dari pengkaji teknis yang ditunjuk 
ole pengelola atau pemilik Bangunan Gedung; 

b. as uilt drawings pekerjaan arsitektur, struktur, dan utilitas; 
(4) ilt drawings pekerjaan arsitektur, struktur, dan utilitas sebagaimana 

sud pada ayat (3) huruf a paling sedikit terdiri atas: 
plan; 
ah; 

c. pakmuka; 
d. pak samping; 
e. pe itungan struktur atas dan bawah; 
f. sp sifikasi teknis Bangunan Gedung; 
g. je s konstruksi pondasi, struktur, dan a tap; dan 
h.jar ngan air bersih dan air kotor; 
1. g bar detail tulangan; dan 

ikal elektrikal. 

Bagian Ketiga 
Syarat Perpanjangan SLF Bangunan Gedung 

Pasal 15 

mengenai syarat penerbitan SLF Bangunan Gedung pada Bangunan 
ang belum digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana dimaksud 
al 10 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis 
syarat penerbitan SLF Bangunan Gedung pada Bangunan Gedung 
digunakan dan dimanfaatkan. 

Bagian Kedua 
t Penerbitan SLF Bangunan Gedung Pada Bangunan Gedung 

Yang Telah Digunakan dan Dimanfaatkan 
Pasal 14 

e. per itungan struktur atas dan bawah; 
f. spe ifikasi teknis Bangunan Gedung; 
g. jeni konstruksi pondasi, struktur, dan atap; 
h. jari gan air bersih dan air kotor; 
1. g bar detail tulangan; dan 
j. me nikal elektrikal. 



(1) Pener itan SLF Bangunan Gedung dilakukan setelah pemeriksaan /pengujian 
kel · fu.ngsi Bangunan Gedung terhadap persyaratan administratif dan 
persy atan teknis terpenuhi. 

(2) Peme · saan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat 
· oleh: 

a. pe ediajasa pengawasan yang memiliki sertifikat keahlian; atau 
b. ten ga teknis di Dinas PUPR. 

(3) Peme iksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung oleh penyedia jasa 
peng asan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk 
Ban an Gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, dan bangunan 

kepentingan umum. 

BAB VI 
A CARA PERMOHONAN PENERBITAN DAN PERPANJANGAN 

SLF BANGUNAN GEDUNG 
Bagian Kesatu 

Umum 
Pasal 18 

(1) Peru an SLF Bangunan Gedung dilak.ukan apabila terjadi perubahan 
nama Pemilik Bangunan Gedung. 

(2) Syara penggantian perubahan SLF Bangunan Gedung sebagaimana 
dim sud pada ayat ( 1) meliputi : 
a. s t permohonan; 
b. sali an Kartu Tanda Penduduk Pemilik Bangunan Gedung untuk 

B gunan Gedung yang dibangun secara swadaya; 
c. sal · an identitas pemohon berupa akta pendirian dan perubahan untuk 

ba an dan Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab; dan 
d. SL Bangunan Gedung. 

Pasal 17 

tian SLF Bangunan Gedung dilak.ukan apabila : 
g; atau 

atau tidak terbaca. 
(2) Syara penggantian SLF Bangunan Gedung yang hilang sebagaimana 

dim sud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. sur t permohonan; 
b. sali an Kartu Tanda Penduduk pemilik Bangunan Gedung untuk 

B gunan Gedung yang dibangun secara swadaya; 
c. sali an identitas pemohon berupa akta pendirian dan perubahan untuk 

ba dan Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab; dan 
d. sur t keterangan kehilangan dari instansi yang berwenang. 

(3) Syara penggantian SLF Bangunan Gedung yang rusak atau tidak 
terba a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. sur t permohonan; 
b. sali an Kartu Tanda Penduduk Pemilik Bangunan Gedung untuk 

B gunan Gedung yang dibangun secara swadaya; 
c. sali an identitas pemohon berupa akta pendirian dan perubahan untuk 

ba dan Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab; dari 
d. SL Bangunan Gedung yang rusak atau tidak terbaca. 

(1) 

Bagian Keempat 
yarat Penggantian clan Perubahan SLF Bangunan Gedung 

Pasal 16 



(1) Dal hal tidak terdapat tenaga teknis yang cukup di Dinas PUPR, Dinas 
PUPR dapat menugaskan penyedia jasa pengawasan atau penyedia jasa 

jian teknis konstruksi Bangunan Gedung. 
hal belum terdapat penyedia jasa pengawasan atau pengkajian 
konstruksi Bangunan Gedung di Daerah, Dinas PUPR bekerja 

engan asosiasi profesi yang terkait dengan Bangunan Gedung. 

jangan SLF Bangunan Gedung dilalrukan setelah pengkajian teknis 
pemeriksaan/pengujian kelaikan fungsi Bangunan Gedung. 

(2) dian teknis untuk pemeriksaan/ pengujian kelaikan fungsi Bangunan 
g sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: 
edia jasa pengkajian teknis konstruksi Bangunan Gedung yang 
iliki sertifikat keahlian; atau 
ga teknis di Dinas PUPR. 

(3) jian teknis oleh penyedia jasa pengawasan sebagaimana dimaksud 
yat (2) huruf a, untuk Bangunan Gedung hunian rumah tinggal 
ederhana, Bangunan Gedung lainnya pada umumnya, dan Bangunan 
g tertentu untuk kepentingan umum. 

(4) jian teknis oleh tenaga teknis di Dinas PUPR sebagaimana dimaksud 
yat (2) huruf b, untuk Bangunan Gedung hunian rumah tinggal 

tungg termasuk rumah tinggal tunggal sederhana, dan rumah deret 
terma uk rumah deret sederhana. 

Pasal 22 

Perpanj Gedung diajukan paling lambat 60 (enam 
puluh) h · kalender sebelum masa berlalru SLF Bangunan Gedung atau 
perpanj gan SLF Bangunan Gedung berakhir. 

Pasal 21 

gan SLF Bangunan Gedung dilalrukan terhadap: 
gunan Gedung yang telah habis masa berlalrunya; atau 

b. Bangu an Gedung yang berubah fungsi. 

Pasal 20 

hasil pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung 
a dimaksud dalam Pasal 18 terdapat persyaratan teknis yang 
enuhi, pemilik/ penyedia jasa/ pengembang wajib melaksanakan 

I penyesuaian. 

Dalam 
sebagaim 
belum t 
perbaik 

Pasal 19 

(4) Peme iksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung oleh tenaga teknis di 
Dinas PUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, apabila 
pelak anaan konstruksi Bangunan Gedung dan pengawasan dilalrukan 
oleh pemilik pada pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung hunian 

tinggal tunggal dan rumah deret. 



(1) Pernb aan terhadap pelaksanaan SLF Bangunan Gedung merupakan 
tan ng jawab Bupati yang secara teknis operasionalnya dilaksanakan 
oleh inas PUPR. 

(2) Pemb aan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
ataan Bangunan Gedung; 
isasi; dan 

ingan telrnis dan pelatihan 

BAB VII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 26 

(2) Form t permohonan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 
tidak erpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(1) Tata ara permohonan penerbitan dan perpanjangan SLF Bangunan 
Ged g adalah sebagai berikut: 
a. Pe ohon mengajukan permohonan SLF Bangunan Gedung kepada 

Ke a Dinas PUPR dengan mengisi formulir serta melampirkan syarat 
y telah ditentukan; 

b. Di s PUPR melakukan verifikasi/pemeriksaan atas kelengkapan berkas 
per yaratan administrasi dan persyaratan teknis yang diajukan oleh 
Pe ohon; 

c. Dal hal verifikasi/pemeriksaan dinyatakan lengkap, permohonan SLF 
Ba gunan Gedung diterima dan diberikan tanda bukti 
pe nmaan; 

d. Dal hal verifi.kasi/pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap dan/atau 
ter apat kekurangan persyaratan, Dinas PUPR mengembalikan 
pe ohonan kepada pihak Pemohon. ' 

e. Set lah berkas permohonan diterima dengan lengkap dan benar, 
dia akan peninjauan ke lokasi dan dituangkan dalam Berita Acara 
Pe eriksaan Lapangan oleh Dinas PUPR; 

f. Set lah peninjauan ke lokasi dan dituangkan dalam Berita Acara 
Pe eriksaaan Lapangan oleh Dinas PUPR sebagaimana dimaksud 
pa huruf e, Kepala Dinas PUPR menerbitkan SLF Bangunan Gedung; 

g. Ke a Dinas PUPR menerbitkan SLF Bangunan Gedung paling lama 
30 tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana 
di sud pada huruf a; 

h. SL Bangunan Gedung disampaikan kepada pemohon paling lambat 7 
(tuj h) hari kerja sejak tanggal penerbitan perpanjangan SLF 
B gunan Gedung. 

Bagian Kedua 
Cara Penerbitan dan Perpanjangan SLF Bangunan Ge4ung 

Pasal 25 

(2) t daftar simak dan surat pemyataan pemeriksaan kelaikan fungsi 
Ban nan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lamp an I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupa ini. 

pemeriksaan dan pengkajian teknis kelaikan fungsi Bangunan 
g sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 21 dicatat 
daftar simak dan dituangkan dalam surat pemyataan pemeriksaan 
n fungsi Bangunan Gedung. 

Pasal 24- 

(1) Hasil
Gedu
dal 
kelai 



AERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017 NOMOR t;). 

Diundan kan di Bagansiapiapi 
pada tan I \~ :)tJL\ 2017 

Ditetapkan di Bagansiapiapi 
pada tanggal l0 j~L\ 2017 

 BUPA KAif ~ 

Peratur Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 
Agar seti p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati in dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir. 

BAB IX 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 29 

(1) aat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, SLF Bangunan Gedung 
elah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap 

sampai dengan habis masa berlakunya SLF Bangunan Gedung. 
(2) nan Gedung yang telah digunakan dan dimanfaatkan harus 

permohonan penerbitan SLF Bangunan Gedung paling 
tahun setelah berlakunya Peraturan Bupati ini. 

BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 28 

(1) Untu memudahkan pengendalian dan pengawasan setiap Bangunan 
Gedu g harus mencantumkan pemasangan label tanda Bangunan Gedung 
yang lah memenuhi persyaratan laik fungsi pada Bangunan Gedung. 

(2) Pelak aan pengawasan terhadap SLF Bangunan Gedung di Daerah 
dilak akan oleh Dinas PUPR. 

Pasal 27 

(3) melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Dinas PUPR menyusun program prioritas penerbitan SLF Bangunan 

g yang telah digunakan dan dimanfaatkan. 
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BE SAR SEDANG No SKERUSAKAN TIDAKADA KECIL 
a Garis 
b Retak 
c Retak ermukaan 
d Heavin (pengangkatan) 
e Leaks ebocoran) 
f Settle ent (penurunan) 
g Sill pla e rot (kropos plat) 

8. Kondisi nyeluruh 
0 Kurang 
0 Sedang 
0 Baik 
0 Sangat baik 

9. Kesimpul

o Ruang bawah tanah 
o Ruang di atas tanah 

o Pasangan batu hitam 
o Pasangan batu putih 
o Pasangan batu bata 
o Beton 
0 Lain-lain 

6. Tipe 

a. Fungsi u 
b. Fungsi 
c. Jenis ban nan gedung 
d. Namab gunan gedung 
e. gunan gedung 

1. Bagi.an 
2. Tahun di an gun 
3. Panjang ( 
4. Tinggi ra 
5. Bahan b 

Bagansiapiapi, 2017 
Kepada 
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
Kab. Rokan Hilir 

: Daftar simak 
Nomor 
Perihal 

KOP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 
KABUPATEN ROKAN HILIR 

LAMPIRAN 
PERATURA BUPATI ROKAN HILIR 
NOMOR .... UN 2017 
TENTANG 
SERTIFIKA LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG 

Di Bagansiapiapi 



Nip . 
........ " ~ ' . 

KEPALA DINAS 
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANO 

KABUPATEN ROKAN HILIR 

o Kurang 
o Sedang 
o Baik 
o Sangat baik 

TIDAKADA SEDANO BE SAR KECIL 

9. Kesimpu an 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 

IS KERUSAKAN No 

o Ruang bawah tanah 
o Ruang di atas tanah 

o Pasangan batu hitam 
o Pasangan batu putih 
o Pasangan batu bata 
o Beton 
0 Lain-lain 

6. Tipe 

1. Bagian 
2. Tahun di angun 
3. Panjang { 
4. Tinggi ra 
5. Bahan b 

nan gedung 
gunan gedung 
gunan gedung 

a. Fungsi u 
b. Fungsi 
c. Jenis b 
d. Nama b 
e. Alam.at b 



....................................... ' ... 
Nip . 

KEPALA DINAS 
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

KABUPATEN ROKAN HILIR 

Sesuai den kesimpulan berdasarkan analisis terhadap Daftar Simak Pemeriksaan 
Kelaikan Fun si Bangunan Gedung terlampir. 
Surat Pern taan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang dilakukan 
pemilik/pen na yang mengubah system dan/atau spesifikasi teknis, atau gangguan 
penyebab I · nya yang dibuktikan kemudian. 
Selanjutnya pemilik/pengguna bangunan gedung dapat mengurus permohonan 
penerbitan/p rpanjangan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung. 
Demikian S at Pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggungjawab professional. 

yatakan bahwa, 
administratif 

Dengan ini 
l. Persyara: 
2. Persyarat 

a. Fungs 
b. Perun 
c. Tata b gunan 
d. Kelaikan fungsi bangunan : Laik fungsi seluruhnya/ 

Laik fungsi sebagian * 

c. 

: No Tanggal . 
: No Tanggal . 

a. 
b. 

a. 
b. 
c. 
d. 

3. 

1. Bangun 
a. Fungsi 
b.Fungsi 
c. Jenis b gunan gedung 
d. Nama angunan gedung 

aftaran bangunan: ------------------ 
gunan gedung 

............ tanggal bulan tahun , yang bertanda tangan di 
pal.an Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir, telah 
pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung pada : 

SURAT PERNYATAAN PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI 
BANGUNAN GEDUNG 

KOP PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 
KABUPATEN ROKAN HILIR 

SPPKF.BG 

Nomor surat 
Tanggal 



SUYATNO 

UP AN

sesuai dengan permohonan dan coret yang tidak sesuai, jika pengisian secara *) Dipilih y 
manual. 
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c. 

0 
0 

0 

b. 

1. 

0 

0 

a. 

Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 
Nomor tanggal . . . .. . .. . .. ... . .. . . .. . .... . . . . dengan ini , mengajukan 
permohon Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi dan Penerbitan Surat: Keterangan 
Kepemilik:an Bangunan /Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi *) bangunan gedung. Untuk 
dan atas n Pemilik : 

a. Nam pemilik/instansi / 
Perus aan 

b. Alam t 
c. Nomo telepon / faksim.il 
d. Pen ggungjawab 

d. 
e. 

c. 

Yang bertan atangan di bawah ini Pemohon : 

Di Bagansiapiapi 

Kepada Yth 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Rokan Hilir 

Bagansiapiapi, 2017 

: Permohonan Penerbitan / Perpanjangan SLF 

Mahon diisi den an · elas men nakan huruf ka ital a tau cliketik 
UNTUK BANGUNAN GEDUNG 

PEMERINT 

FORMULIR 

PERMOHONAN PENERBITAN/PERPANJANGAN 
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF} 

Nomor 
Perihal 

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR 
NOMOR ...... AHUN 2017 
TENTANG 
PETUNJUK ERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG 



SUYATNO 

 BUP

Keterangan : 
*) Coret yang · dak perlu 

( ) 

TGL , . 

DITERIMA PETUGAS 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPATEN ROKAN HILIR 

( ) 

BAGANSIAPIAPI. 2017 
PEMOHON 

a. Dusu 
b. Desa 
c. Ke 
d. Kabu : Rokan Hilir 
e. Alam 

3. Sesuai d gan ketentuan, bersama ini kami la.mpirkan persyaratan permohonan 
Penerbi Sertifikat Laik Fungsi sebagai berikut: 
a. Ga.mb rencana teknis/Gambar rencana teknis prototipe 
b. Doku en catatan pelaksanaan konstruksi/ checklist/ as build drawings 
c. Fotok pi dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) termasuk la.mpirannya 
d. Doku en SPPKF (Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi) Bangunan 
e. Doku en status hak atas tanah 
f. Daf Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan 
g. Doku en Surat Bukti Kepem.ilikan Bangunan (untuk perpanjangan SLF) 
h. Doku en lain-lain: (bila diperlukan} 

Demikian p rmohonan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi/Perpanjangan Sertifikat Laik 
Fungsi* b gunan gedung ini kami ajukan untuk dapat diproses sebagaimana 
ketentuan g berlaku. 

2. 

angunan gedung 
daftrn. Bangunan 
gunan gedung 
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Atas ama/Pemilik 
Nom r Bukti Kepemilikan 
Fung i bangunan gedung 
Jenis bangunan gedung 
Nam bangunan gedung 
Loka · 

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI 

DOKUMEN 

LAMP N III 
PERA: URAN BUPATI ROKAN HILIR 
NOM TAHUN 2017 
TENT G 
PETU JUK SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG 



LAIK FUNGSI 
seluruhnya/ sebagiannya 

sebagai 

KABUPATEN ROKAN HILIR 
Berd arkan Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 

Nomor: .. 
Menyatakan bahwa : 

Nama bangunan gedung 

Nomor: 

RAT KETERANGAN BANGUNAN GEDUNG 
LAIK FUNGSI 

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR 

sesuai dengan lampiran-lampiran Surat Keterangan ini 
y g merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keterangan ini. 

Surat Keterangan ini berlaku selama tahun sejak diterbitkan. 
Apabila dikemudian hari ada keterangan yang tidak benar maka 

akan ditinjau dan dibetulkan sebagaimana mestinya . 
........................ 2017 

KABUPATEN ROKAN HILIR 



SLF 
Lam pin  a 

LEMBAR PENCATATAN DATA 
TANGGAL PENERBITAN DAN PERPANJANGAN 

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG 

Fungsi ba gunan gedung . . 
Jenis ban ~nan gedung . . 
Atas nam, /Pemilik . . 
Luas bani tunan gedung . 
Luas tanah 
Lokasi 

TANGGALSLF NO.SLF 
LINGKUPSLF 

NO SELURUHNYA SEBA GIAN 

' 

Cata tan 
Lampirai a.merupakan bagi.an tidak terpisahkan dari Surat Keterangan La.ik Fungsi 
Ban guns n Gedung Nomor: .................. tanggal .................. atau perpanjangannya. 



,merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keterangan Laik Fungsi 
Gedung Nomor: tanggal atau perpanjangannya. 

u 

nan gedung 

nan gedung 

nan gedung 
nan gedung 

Cata tan 
Lampir 
Ban gun 

LEMBAR GAMBAR 
(SITA PLAN) 

Lokasi 

SLF 
Lampir  b 

 



UPATI 

SUYATNO 

c, ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keterangrur Bangunan 
· Fungsi Nomor: tanggal atau perpanjan~annya. 

2. 
dapat berupa plastik, stiker, plastik, fiberglass, kayu, atau metal (logam: 
ium,seng,dsb). 

aerah dapat dicetak langsung atau ditempel dengan sticker hologram. 
I 

1. 

KETE 

GUNAN GEDUNG SERTIFIKAT 

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR 

LABEL TANDA BANGUNAN GEDUNG LAIK FUNGSI 

Lampir c 

SLF 

DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN 
UNTUK PERPANJANGAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI 

1. S t Permohonan Penerbitan/Perpanjangan SLF Bangunan Gedung. 

2. Su at Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung. 

3. As ilt Drawings. 

4. Fo kopi IMB atau peru.bahannya (bila ada). 
5. Fo kopi dokumen status hak atas tanah. 

kopi dokumen status kepemilikan bangunan gedung 
men SLF bangunan gedung terakhir. 
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